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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Penangguhan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, disinggung tentang syarat dan perjanjian penangguhan penahanan tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penangguhan penahanan yang dimaksud. Apa saja yang dapat ditetapkan sebagai syarat penangguhan penahanan dan perjanjian penangguhan penahanan.

Jaminan penangguhan penahanan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut ada di dalam Pasal 35:

a. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

b. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. 

Jaminan uang yang penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Negeri dilakukan oleh Pemberi Jaminan dan untuk itu Panitera memberikan tanda terima, tembusan tanda penyetoran tersebut oleh Panitera kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 :

a. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkn membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan. 
b. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miiknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. 
Jaminan Orang yang jumlah uang sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu penerimaan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

2. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
a. Jaminan berupa uang 

Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan. Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut :

1) Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 
Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang member penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 
2) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. 
Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri. 
3) Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian : 
a) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri 
b) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan. 
c) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol. 
4) Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan.
Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu : 
a) Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya. 
b) Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan. 
5) Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara 
Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, yang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masing berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan-ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu :

a) Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara. 

b) Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sidang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi : 

(1) Pengambialihan uang jaminan milik negara 
(2) Serta sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

6) Jaminan penangguhan berupa orang 
Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP No.27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983.  Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut : 

a) Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. 

b) Instansi instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan. 

c) Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin. 

d) Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

B. Prosedur Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
Prosedur permohonan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi Kepolisian yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh Penasehat Hukum tersangka dengan suatu jaminan ataupun tanpa suatu jaminan, seperti yang disebutkan sebagai berikut, “atas permintaan tersangka, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atas tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Hak untuk memberikan dan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas diri seorang tersangka adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Penyidik berhak dan berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka, yaitu terhitung sejak saat permohonannya dikabulkan.

Setiap pelaksanaan penangguhan penahanan terlebih dahulu harus dimajukan dengan surat permohonan yang dimajukan oleh penasehat hukumnya. Bilamana permohonan penangguhan penahanan ini dikabulkan penyidik, maka secara hukum penangguhan penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka serta keluarganya (pasal 23 ayat (2) KUHAP).

Setiap permohonan surat penangguhan penahanan biasanya harus diikuti dengan adanya suatu jaminan setidak-tidaknya jaminan orang atau keluarga pihak terdakwa yang menyatakan dan menjamin bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya, tersangka tersebut tidak akan melarikan diri dan juga tidak akan menghilangkan barang bukti.

Keberadaan dari suatu jaminan dari keluarga tersangka untuk dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan pada saat sekarang ini mutlak sangat diperlukan demi untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, dan selain jaminan dalam bentuk orang atau keluarga dari terdakwa ini, jaminan penangguhan penahanan juga dapat dimajukan dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Setiap permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan oleh penyidik dapat dimajukan oleh tersangka sendiri, keluarga dan penasehat hukumnya dengan suatu jaminan, baik jaminan perseorangan maupun dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas negara. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Syarat penangguhan penahanan harus ditetapkan oleh instansi Kepolisian yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru kemudian instansi Kepolisian yang berwenang memberi penangguhan.

Mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP, penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP. Dari penjelasan itu diperoleh penegasan syarat apa yang ditetapkan instansi Kepolisian yang menahan tersangka, yaitu:

1. Wajib lapor 

2. Tidak keluar rumah 

3. Tidak keluar kota. 

Menurut M. Yahya Harahap, syarat penangguhan penahanan itu harus memuat antara lain :

1. Bahwa jika ada perintah akan mencabut penangguhan, tersangka atau terdakwa tidak akan menjauhkan diri daripada hal melakukan perintah penahanan kota, penahanan rumah atau penahanan negara.
2. Bahwa tersangka/terdakwa, apabila ia dalam hal yang dapat ditahan menurut Pasal 21 KUHAP, mendapat hukuman penghentian kemerekaan (vrijheidstraf) yang lain daripada hukuman pengganti, tidak akan melarikan diri dari menjalankan hukuman itu.
3. Bahwa tersangka/terdakwa akan berdomisili tetap di suatu alamat/tempat tinggal yang ditentukan.
4. Lain-lain syarat yang bisa dikemukakan 
Menurut data perkembangan penyelesaian perkara, akhir-akhir ini dalam kasus tertentu ternyata hambatan penyelesaian perkara antara lain disebabkan karena penangguhan penahanan tersebut dilaksanakan dengan jaminan uang atau orang. Hal ini terjadi karena pada saat tersangka/terdakwa diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, ia tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara patut. 

Bagaimana tata cara penangguhan penahanan, apa yang menjadi pelaksanaan penangguhan penahanan diperlukan adanya permohonan, yang dapat mengajukan permohonan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tentang tata cara penangguhan penahanan tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 31 KUHAP hanya mengatur adanya kewenangan untuk menangguhkan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang dan kewenangan untuk mencabut penangguhan penahanan. 
2. Tentang penangguhan penahanan dengan jaminan diatur dalam TPP-KUHAP butir 8 halaman 6 sebagai berikut : 
a. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya.
b. Apabila jaminan berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat 1 PP. Nomor 27 Tahun 1983).
c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut. (Pasal 36 ayat 1 PP. No. 27 Tahun 1983). 
d. Uang jaminan dimaksud dalam butir 2, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. 
e. Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3, sehelai arsip panitera, selembar dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan sehelai lagi dikirimkan oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan sebagai alat kontrol. 
f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh penasehat hukum atau keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari panitera pengadilan,  atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan. 
g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umu berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap. Sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan, dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjuta ditingkat penuntutan. 
h. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada ketua pengadilan negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan. 
i. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat diketemukan lagi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambilalihan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan memerintahkan kepada panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. 
j. Dalam hal tersangka/terdakwa yang lari dimaksud butir 9, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapatmembayar uang yang menjadi tangungannya, maka untuk memenuhi jaminan itu, perlu  penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata. 
3. KUHAP tidak menggunakan istilah permohonan penangguhan penahanan, namun dari kata-kata “atas permintaan tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP dapat disimpulkan bahwa untuk mendapat penangguhan penahanan tersebut diharuskan/diisyaratkan adanya permohonan. Tanpa adanya permohonan dimaksud tentunya pejabat yang menahan tersangka/terdakwa tidak mengetahui tentang adanya keinginan tersangka/terdakwa untuk mendapat penangguhan penahanan. 
4. Tentang orang yang dapat mengajukan permohonan tersebut, dalam Pasal 31 ayat 1 ditentukan adalah tersangka/terdakwa. Namun karena tersangka/terdakwa yang bersangkutan berada dalam tahanan, tentunya ia mengalami hambatan untuk menguruskan permohonan dimaksud. Oleh karena itu dalam praktek biasanya yang mengajukan permohonan adalah keluarganya atau penasehat hukumnya. Hal ini memang dimungkinkan oleh ketentuan-ketentuan dalam PP. No. 27 Tahun 1983 dan TPP-KUHAP tersebut. 
Menurut Kasubdit I/Kamneg Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Paulus HS, SIK., MH, prosedur permohonan penangguhan penahanan Tersangka/terdakwa yang sebelumnya ditahan menjadi tidak ditahan, permohonannya dibuat melalui penyidik dan dialamatkan kepada Kapolda ditujukan ke Direskrim nanti oleh Pimpinan meminta saran dari penyidik, karena haknya dengan segala pertimbangan dapat atau tidaknya ditangguhkan.

Secara teori apabila telah diselesaikan oleh penyidikan dan diperlukan keterangan dari tersangka maka bisa ditangguhkan. Setelah dilengkapi prosedur permohonan penanguhan penahanan adanya jaminan. Jaminan tersebut dalam bentuk uang dan orang. Besarnya nominal uang jaminan ditentukan oleh penyidik karena itu adalah otoritas dari penyidik, dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kewajiban tersangka/terdakwa ialah wajib lapor yang ditentukan oleh penyidik dan ditentukan oleh penyidik. Dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka/terdakwa ialah semua perkara tindak pidana bisa ditangguhkan, Karena hak dari tersangka/terdakwa mendapatkan penangguhan penahanan. Akan tetapi harus disetujui terlebih dahulu oleh Penyidik karena Penyidik harus mempunyai keyakinan terlebih dahulu agar tersangka/terdakwa tidak melarikan diri dan tidak melanggar persyaratan dan perjanjian antara penyidik dengan pemohon.

Dikembalikannya uang jaminan penangguhan penahanan setelah putusan pengadilan. Diatur dalam PP No.27 Tahun 1983 dan di dalam bentuk jaminan orang, maka orang tersebut harus juga menyerahkan nilai harta yang dijaminkan, yang maksudnya ialah dalam bentuk sertifikat tanah, BPKP mobil,surat rumah dan lain-lain. Sesuai dengan nominal jaminan yang ditetapkan oleh Penyidik.

Menurut Kasubdit I/Kamneg Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Paulus HS, SIK., MH bahwa hampir semua Polisi di Republik Indonesia tidak semua mengikuti prosedur penangguhan penahanan yang telah diatur. Penyidik harus mengetahui bahwa jaminan orang atau jaminan uang sebenarnya sama, hanya saja teknisnya yang berbeda.
 Di dalam jaminan orang dan jaminan uang yang diatur dalam PP. No.27 Tahun 1983 (Pasal 35-36), besar jaminan dinilai oleh Penyidik. Apabila terjadai kasus lain terhadap pidana lalu muncul perdata. Karena ada suatu perjanjian antara Penyidik dengan pemohon. Ada perjanjian juga pernyataan, karena bila berjanji ada juga pernyataan karena itu dilampirkan dalam bentuk surat pengantar, surat berharga ke Panitera tetapi tidak dalam bentuk uang.

Jaminan orang, tidak cukup hanya orangnya saja. Tetapi harus membuat surat berharga apakan itu BPKP mobil atau sertifikat tanah yang nominalnya sesuai yg ditetapkan Penyidik. Misalnya nominalnya 20 juta, jadi harus menyerahkan surat berharga senilai 20 juta/BPKP/Surat rumah dan membuat pernyataan apabila keluarga tersangka/terdakwa melarikan diri kelak, tidak dapat dihadirkan maka si penjamin bersedia menjual surat berharga/BPKP mobil/surat rumah tersebut dan hasil penjualan sejumlah jaminan yang ditetapkan penyidik lalu diserahkan kepada Panitera dan sisanya dikembalikan kepada si penjamin.

Proses selanjutnya dengan sidang perdata karena adanya perikatan. Polisi menuntut perdata kepada pengadilan dan diputuskanlah itu sesuai dengan bukti-bukti dan pernyataan.setelah diberi waktu dalam 3 bulan kepada penjamin tetapi tidak juga cukup waktu yang diberikan kepada penjamin, maka penyidik memberi tenggang waktu lagi selama 1 bulan. Setelah lewat 1 bulan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh penjamin maka dipalulah ketuk dan disitalah uang 20 juta tersebut ke pengadilan dan sisanya dikembalikan kepada pemohon. Tetapi tidak cukup sampai disitu, ada lagi perikatan antara penyidik dengan pemohon, karena hanya begitu saja dapat merugikan penyidik, penyidik tetap memberikan beban kepada pemohon supaya keluarga tersangka pemohon tetap mencari keluarga tersangka dan penyidik membuat surat DPO yang diserahkan ke seluruh penyidik.

Jaminan uang pun sama, dengan uang itu disetor ke Penyidik, lalu kwitansi penyetoran dipegang oleh pemohon. Begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan maka tidak perlu dibuat permohonan untuk dikembalikannya uang jaminan tersebut karena langsung dikembalikan kepada pemohon. Uang yang disita menjadi milik negara.

C. Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Izin Penangguhan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut de verdachte aan te houden (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah voorlopige aan houding (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah zijin gevangen houding bevelen.

 KUHAP hanya mengenal dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan Herzien Indonesia Reglement (selanjutnya disingkat HIR), memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Selain penangkapan KUHAP juga mengenal panahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksanaan dan kehakiman. Masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)). 

2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)). 

3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang berbunyi: 

(1) atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan-penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. 

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud ayat (1). 

Rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP di atas, memberikan kebebasan penentuan “penangguhan penahanan”. Kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing.  Hal ini dapat diketahui dari rumusan “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”. Tetapi rumusan “berdasarkan syarat yang ditentukan”berarti adanya syarat-syarat. Pada penjelasan resmi Pasal 31 KUHAP tercantum antara lain: “yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota”.

Penjelasan resmi pasal tersebut memuat: “masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan”. Dengan penjelasan ini berarti berbeda dengan “penahanan rumah” dan “penahanan kota” karena baik penahanan rumah maupun penahanan kota diperhitungkan pada masa tahanan, (1/3 dan 1/5 dari jumlah lamanya ditahan). Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan: Dengan syarat, yang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian yaitu dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian atau dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian.

Alasan  penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun juga dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan oleh KUHAP.
 Persoalan pokok dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

Uraian berikut ini mencoba melihat beberapa perkara yang pernah dikabulkan penangguhan penahanan:

1. Penangguhan penahanan diajukan dengan alasan karena tahanan masih berada di bawah umur.
Contoh kasus dalam point pertama ini adalah penangguhan penahanan Ant (16) dan My (15) yang menjadi tersangka kasus pornografi dikabulkan oleh Pengadilan yang sedang memeriksa kasus tersebut. Latar belakang pengajuan penangguhan penahanan, dikarenakan selama ditahan di Polrestabes Medan dua  kliennya dicampur bersama tahanan dewasa. Selain itu mereka juga masih butuh pembinaan oleh orangtua. Terkait penangguhan penahanan Ant dan My, alasan lainnya adalah karena kedua tersangka masih di bawah umur.

Kasus kedua tersangka adalah video tarian telanjang (striptis) yang dilakukan dua bar girl New LM, Ant dan My. Tarian itu direkam oleh dua pria dewasa yang saat ini belum ditangkap polisi. Kedua pria dewasa itu bisa merekam dua bar girl menari telanjang di atas meja karaoke atas jasa seorang Siti Khodijah. Video berdurasi 1 menit 8 detik itu marak dimiliki warga melalui handphone.

Kasus ini menjelaskan bahwa identifikasi masalah penangguhan penahanan tersebut bukan semata-mata terdakwa masih berada di bawah umur, tetapi lebih kepada sifat pembinaan yaitu pembinaan agar kedua terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya.

2. Penangguhan penahanan dengan alasan agar terdakwa berkesempatan untuk belajar di sekolah 
Permohonan penangguhan penahanan disampaikan penasihat hukum tersangka untuk memberi kesempatan kepada tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah.

Melihat beberapa kasus tersebut dapat dipahami bahwa alasan penangguhan penahanan tersebut beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan tersangka. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari tersangka sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak. Artinya seorang pelaku korupsi atau pembunuh yang sedang hamil mengajukan penangguhan tentunya tidak edukatif dan preventif dalam menciptakan suatu kepastian hukum apabila dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan dengan sebab hamil. Karena apabila ia akan melahirkan maka aparat penegak hukum akan dapat memberikan pelayanan maksimal tanpa perlu mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Hal ini senada juga dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkotik, penyelundupan atau korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan dan kewenangan menangguhkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas khususnya dalam memberikan arti keadilan bagi masyarakat luas.

Faktor-faktor yang menjadi dasar penerimaan dan penolakan permohonan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan adalah sebagai berikut :.
1. Dasar Penerimaan Permohonan Penangguhan Penahanan.
Pasal 31 KUHAP diatur tentang penangguhan penahanan, tetapi baik dalam KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak diatur tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan penangguhan penahanan. Memang benar sampai saat ini tidak terdapat ketentuan tentang dasar-dasar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan/menolak permintaan penangguhan penahanan. Dengan tidak diaturnya masalah ini dalam perundang-undangan, berarti pertimbangan tersebut diserahkan kepada penyidik yang bersangkutan. Tetapi bila diteliti dengan seksama pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan dan perpanjangan penahanan, maka kita akan menemukan dasar-dasar pertimbangan dimaksud.

Ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, maka kita akan menemukan dua hal yang berpadanan, yakni penahanan yang dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan tersangka/terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan bila kepentingan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan bila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Kemudian baru dalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP diatur tentang penangguhan penahanan. 

Penyidik juga mempunyai dasar yang kuat diberikannya penangguhan dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara Penyidik maupun pemohon. Yang paling mendasar ialah indikator kekhawatiran yang paling utama,Penyidik merasa tidak khawatir. Dimaksud dari indikator kekhawatiran itu ialah apabila Tersangka tidak mempunyai tempat tinggal, pekerjaan yang tidak jelas, bagaimana bisa diberikan penangguhan penahanan apabila tersangka/terdakwa tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian penangguhan penahanan tersebut karena dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan Tindak Pidana.maka timbullah indikator kekhawatiran itu kembali lagi pada Penyidiknya mau tidak memberikan penangguhan penahanan. Untuk itu Penyidik harus mempunyai keyakinan yang kuat agar Pemohon dapat diterimanya penangguhan penahanan oleh Penyidik.

Syarat-syarat yang paling mendasar diterimanya penangguhan penahanan pada tingkat Penyidikan bahwa tersangka/terdakwa : 

a. Tidak melarikan diri 

b. Tidak menghilangkan barang bukti

c. Tidak mengulangi perbuatan Tindak Pidana lagi 

d. Wajib lapor 

e. Tidak menyulitkan Penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam proses penyidikan berlangsung dan menyanggupi nominal jaminan yang ditentukan oleh Penyidik baik berupa jaminan uang dan jaminan orang. 

Alasan-alasan diterimanya penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan menurut Aiptu Natal Lumbantoruan: 

a. Dilihat dari segi Yuridis 

Segi yuridis ialah bahwa tersangka dengan kuasa hukumnya berhak melakukan penangguhan penahanan. Karena hak dari tersangka untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Akan tetapi diterimanya penangguhan penahanan dalam tingkat Penyidikan adanya jaminan yang diatur dalam pasal 35 dan 36 PP. No. 27 Tahun 1983 yaitu jaminan dalam bentuk uang dan orang. Besar nominal jumlah uang jaminan ditentukan oleh Penyidik karena itu adalah otoritas dari Penyidik, sesuai dengan Tindak Pidana yang diperbuatnya. Setelah Pemohon memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh Penyidik maupun pemohon maka jaminan uang tersebut disetor ke Panitera Pengadilan dan bukti setoran itulah yang menjadi bukti untuk jaminan Penyidik. Begitu juga dalam bentuk jaminan orang, maka identitas jaminan orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut.
b. Pembantaran 

KUHAP tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembantaran. Namun dalam praktik hukum dikenal dan diberlakukan ketentuan yang berkaitan dengan tindakan pembantaran sebagaimana diatur dalam surat-Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989.

Sesuai dengan ketentuan dalam surat-Edaran tsb, maka yang dimaksud dengan tindakan pembantaran ialah pemberian izin oleh pejabat yang berwenang menahan menurut KUHAP kepada tersangka/terdakwa yang menderita sakit dan dirawat inap (opname) di rumah sakit yang berada diluar Rutan (Rumah Tahanan Negara). 

Berkaitan dengan pembantaran tersebut maka terhitung sejak tanggal tersangka/terdakwa secara nyata dirawat inap di rumah sakit berdasarkan Surat Keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan, masa penahanannya ditangguhkan dalam arti sejak hari itu status tahanan penahanannya tersangka/terdakwa dibantar. Dengan demikian tersangka/terdakwa dalam status pembantaran, maka sejak hari,tanggal itu status pembantarannya dicabut oleh pejabat yang berwenang menahan. Dan setelah itu status  tersangka/terdakwa kembali menjadi tahanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.  

Selama masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan, maka selama masa pembantaran tersebut tidak dapat digunakan untuk memotong/mengurangi masa pidana penjara yang harus dijalani oleh tersangka/terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

c. Psikologi 

Psikologi sebagai ilmu tentang jiwa, berhubungan erat dengan Hukum Acara Pidana, ini jelas terlihat dari banyak hal, mulai dari pendekatan yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dalam memperoleh keterangan yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana sampai tingkat pemeriksaan di persidangan, sehingga dengan bantuan psikologi ini diharapkan diperoleh kebenaran materil lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), telah menimbulkan perubahan dalam tekhnik dan pendekatan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan. Hal ini tentunya menjadikan psikologi kriminal sebagai suatu alternatif pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. 

d. Perkembangan Sosiologi 

Secara sosiologi, kedua pihak baik pihak melapor tidak merasa keberatan atau tersangka diyakini tidak melakukan Tindak Kejahatan lain, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menyulitkan jalannya penyidikan. 

e. Pertimbangan Kekhawatiran 

Penyidik tidak merasa khawatir bahwa tersangka/terdakwa tidak melarikan diri. Dan akan mengikuti dan melaksanakan semua perjanjian yang dialamatkan ke perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penyidik dan tersangka.

2. Dasar Penolakan Penangguhan Penahanan 
Hal-hal atau keadaan yang sering menghambat penyelesaian perkara dalam hubungannya dengan penangguhan penahanan, antara lain adalah : 
a. Tersangka/terdakwa melarikan diri.

b. Tersangka/terdakwa tidak memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan.

c. Tersangka/terdakwa tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan, umpamanya tidak mematuhi ketentuan wajib lapor diri kepada penyidik yang memberikan penangguhan penahanan.

Menanggulangi masalah-masalah yang menghambat penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya bila telah terdapat petunjuk bahwa tersangka/terdakwa mempersulit penyelesaian perkara, penangguhan penahanan tersebut segera dicabut/dihentikan. Di samping itu, hendaknya penangguhan penahanan diberikan secara selektif. Pemberian penangguhan penahanan secara selektif tersebut, pada tahap penuntutan telah ditekankan oleh Jaksa Agung RI dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-006/J.A/7/1986. Guna mencegah timbulnya hambatan penyelesaian perkara yang disebabkan penangguhan penahanan, dalam instruksi tersebut beliau menekankan : penangguhan penahanan dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan kepentingan penyelesaian perkara, faktor keamanan dan faktor lainnya.

Ditolaknya permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan Tindak Pidana, selain didasarkan pada bukti (alat-alat bukti yang sah) yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

a. Dasar Hukum/Dasar Objektif 

Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan, apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

b. Dasar Kepentingan/Dasar Subyektif 

Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP), serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Penyidik menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Tersangka/terdakwa melalui kuasa hukumnya dikarenakan tidak sanggupnya Pemohon memenuhi persyaratan yang diberikan Penyidik terhadap pemohon. Baik itu dalam bentuk jaminan uang dan jaminan orang yang ditetapkan oleh Penyidik, juga dikhawatirkan tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mempersulit Penyidik dalam menjalankan proses penyidikannya. Maka dari itu dalam memberikan penangguhan penahanan diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak merugikan atau menyulitkan Penyidik dalam menjalankan proses penyidikan. Apabila ditolaknya penangguhan penahanan yang diajukan oleh Pemohon, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonannya, karena tidak ada diatur dalam KUHAP maupun Undang-undang lain untuk ditolaknya permohonan penangguhan penahanan tersebut. 

Setelah Penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan maka permohonan penangguhan dapat juga diajukan oleh Pemohon, karena tidak ada larangan untuk ditolaknya kembali permohonan penangguhan penahanan itu merupakan hak dari pemohon. Apabila di tingkat penyidikan menolak penangguhan penahanan tersangka maka tidak menutup kemungkinan pihak Kejaksaan menolak kembali. Karena itu diluar tanggung jawab dari Penyidik. 

Dicabutnya penangguhan penahanan oleh penyidik terhadap tersangka karena : 

a. Tersangka melanggar aturan yang telah dijaminkan 
b. Tidak wajib lapor 
c. Tersangka melarikan diri 
d. Melanggar perjanjian dengan Penyidik dan Pemohon 
Permohonan penangguhan penahanannya agar tidak ditolak, maka pemohon harus mematuhi persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penyidik dan Pemohon. Serta tidak menyulitkan Penyidik dalam menjalankan proses penyidikannya.

Ditolaknya permohonan penangguhan penahanan pada tingkat Penyidikan menurut  Kasubdit I/Kamneg Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Paulus HS, SIK., MH yaitu: 

a. Bahwa dasar dari penolakan penangguhan penahanan itu dikarenakan Penyidik khawatir tersangka/terdakwa melarikan diri walaupun ada yang menjaminnya. Karena kasus misalnya, kasus yang dikandung Penyidik ternyata kasus itu cukup berantai ataupun sudah berantai. Berdasarkan hal tersebut  Penyidik ragu untuk menerima permohonan penangguhan penahanan tersebut karena mempersulit proses jalannya penyidikan. 
b. Penyidik mempertimbangkan kembali tenggang waktu yang hampir habis untuk proses penyidikan yang sedang berjalan, misalnya apabila tenggang waktu tinggal 10 hari lagi dan berkas perkara akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum maka dari itu tidak memungkinkan lagi diberikannya penangguhan penahanan karena akan diserahkannya lagi perkara selanjutnya.  Tersangka/terdakwa tidak menyanggupi dan melanggar persyaratan serta perjanjian yang telah disepakati antara Penyidik dan pemohon.

c. Adanya kepentingan umum yang dilihat dari opini masyarakat yang berkembang apakah Tindak Pidana yang diperbuat oleh Tersangka atau Terdakwa dapat dimaklumi oleh pihak masyarakat atau sebaliknya. Karena Penyidik tidak mau mengambil resiko apabila memberikan penangguhan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa akan tetapi berlawanan dengan masyarakat yang mengetahui akan perbuatan si Tersangka atau Terdakwa yang tidak bisa diterima oleh masyarakat,  maka dari itu kepentingan umum yang dimaksud ialah kepentingan masyarakat yang diutamakan karena Penyidik tidak mau ambil resiko terlalu besar untuk menangguhkan penahanan kepada Tersangka karena berakibat semakin melebarnya permasalahan yang telah ada dan menyita waktu Penyidik dalam proses penyidikan. Karena Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti juga dibantu oleh masyarakat sekitar ditempat kejadian terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa tersebut.
Mengenai tata cara penegeluaran tahanan karena penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Tentang cara pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan adalah sebagai berikut :
1. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan. 

2. Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus : 

a. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah tahanan Negara dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan. 

b. Mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan ke dalam register yang disediakan. 

c. Memeriksa kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Rumah Tahanan Negara, dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri. 

d. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rumah Tahanan Negara dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan. 

Setiap terdakwa yang telah ditangguhkan masa penahanannya sehingga sudah diluar rumah tahanan negara ataupun yang dialihkan jenis penahanannya sedapat mungkin diharapkan terdakwa tidak akan melarikan diri sebelum perkaranya diputus oleh Hakim dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa selama dalam masa penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan ternyata melarikan diri, maka terhadap orang yang telah melakukan penjaminan atas diri terdakwa diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya tiga bulan untuk mencari terdakwa dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim. Apabila dalam tenggang waktu selama tiga bulan itu ternyata terdakwa yang telah melarikan diri belum menyerahkan diri ataupun belum diketemukan juga, dalam hal ini uang jaminan yang telah dijadikan sebagai jaminan penangguhan penahanan dari terdakwa sebelumnya dan telah dititipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan diambil untuk selanjutnya disetor kepada kas Negara.

Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menentukan:
1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. 

Dengan demikian dapat diketahui jika terdakwa dikemudian hari ternyata telah melarikan diri selama dalam masa penangguhan penahanan dengan jaminan sejumlah uang, maka setelah lewatnya jangka waktu tiga bulan tersangka/terdakwa belum juga ditemukan, maka uang yang menjadi jaminan penangguhan penahanan tersangka/terdakwa yang telah disetorkan sebelumnya ke kas negara melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri secara otomatis uang itu akan menjadi milik Negara.

Penyidik kepolisian berwenang memberikan penangguhan penahanan dan dapat mencabut kembali penangguhan penahanan itu. Pencabutan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian tidaklah dilakukan sewenang-wenang, tetapi berdasarkan alasan yang layak mencabut kembali penangguhan. Hal ini diperingatkan dalam Pasal 31 ayat (2) KUHAP, yang memberi wewenang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini instansi kepolisian, bahwa mereka dapat bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan. Berarti jika tersangka tidak melanggar syarat-syarat penangguhan, tidak ada tersangka/terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan, tidak ada alasan bagi pejabat instansi yang menangguhkan untuk pencabutan penangguhan penahanan.

Mengenai pencabutan penangguhan penahanan yang terjadi di instansi Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditegaskan oleh Kasubdit I/Kamneg Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Paulus HS, SIK., MH, bahwa pencabutan penangguhan penahanan oleh pihak Kepolisian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak pernah terjadi, karena terhadap tersangka yang diberikan penangguhan penahanan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara selama ini belum pernah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam penangguhan. Juga dikarenakan pihak Kepolisian setelah pemeriksaan dilakukan dan berkas perkara telah lengkap, maka berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum meskipun tersangka masih dalam status penangguhan penahanan.

Kepolisian  tidak langsung mengeluarkan perintah pencabutan ataupun perintah penghentian penangguhan penahanan, tetapi harus dikonsultasikan dengan penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan di tingkat penuntutan. Dalam konsultasi dengan pihak penuntut umum, penuntut umum akan mengambil alih penangguhan penahanan dengan memperbaharui surat perjanjian penangguhan penahanan antara tersangka dengan pihak penuntut umum.

Mengenai hubungan penyerahan berkas perkara dengan status penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Angka 8 huruf (g) lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yaitu apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan di tingkat penuntutan. 
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